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ABSTRAK 

 

Andi  Satria Agung Putra Mangkau (B012171055), Penegakan Hukum Tindak Pidana 
Pemilihan Umum Legislatif di Kota Makassar, dibawah bimbingan Audyna Mayasari 
Muin dan Hijrah Adhyanti Mirzana. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku 
tindak pidana pemilu legislatif di Kota Makassar dan efektivitas penegakan hukum tindak 
pidana pemilu legislatif oleh Sentra Gakkumdu. 

Tipe penelitian adalah penelitian empiris. Lokasi penelitian adalah Bawaslu Sulawesi 
Selatan, Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri 
Makassar. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data tersebut 
diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik wawancara. Analisis data diolah dan 
analisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang deskriptif. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Pertanggungjawaban pidana 
terhadap pelaku tindak pidana pemilihan umum legislative tahun 2019 didasarkan pada 
adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku, adanya unsur  kesalahan, dan tidak 
adanya alasan pembenar dan pemaaf karena perbuatannya dilakukan dengan sengaja 
menghilangkan hak orang lain menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum anggota 
legislatif. (2) Efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum legislatif di Kota 
Makassar Tahun 2019 belum efektif karena dipengaruhi oleh regulasi, masalah 
profesionalisme aparat penegak hukum dalam penanganan kasus yang belum maksimal 
dan budaya hukum penyelenggaraan pemilu yang belum sesuai dengan aturan. 

 
Kata Kunci : Penegakan hukum , pemilu, legilatif.  
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ABSTRACT 

Andi Satria Agung Putra Mangkau (B012171055), Law Enforcement of the Legislative 
General Election Crime in Makassar City, under the guidance of Audyna Mayasari Muin and 
Hijrah Adhyanti Mirzana. 
This study aims to analyze the criminal responsibility of the perpetrators of criminal acts of 
legislative elections in Makassar City and the effectiveness of law enforcement for criminal 
acts of legislative elections by the Gakkumdu Center. 
The type of research is empirical research. The research locations are the South Sulawesi 
Bawaslu, Makassar Polrestabes, Makassar District Attorney and Makassar District Court. 
The types of data used are primary and secondary data. The data was obtained through 
field research with interview techniques. Data analysis was processed and analyzed 
qualitatively to produce descriptive data. 
Based on the results of the study, it was found that (1) criminal responsibility for the 
perpetrators of criminal acts in the 2019 legislative general election was based on the ability 
to be responsible for the perpetrators, the element of error, and the absence of justification 
and forgiving reasons because their actions were carried out intentionally by eliminating the 
rights of others to use their voting rights. in the general election for members of the 
legislature. (2) The effectiveness of law enforcement on criminal acts of legislative elections 
in Makassar City in 2019 has not been effective because it is influenced by regulations, the 
problem of professionalism of law enforcement officers in handling cases that have not 
been maximized, and the legal culture of organizing elections that are not in accordance 
with the rules. 
 
Keywords: Law enforcement, elections, legislature. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

 

A. Latar belakang Masalah 
 

KedauIatan rakyat merupakan kekuasaan tertinggi yang dipegang 

oIeh rakyat. PancasiIa sebagai tujuan negara menciptakan masyarakat 

yang makmur dan adiI. Indonesia sebagai negara hukum juga sebagai 

negara modern dengan basis kedauIatan rakyat dan demokrasi. PemiIu 

adaIah wujud bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perpoIitikan 

di daIam suatu negara yang bercirikan demokrasi. Maka keadiIan dan 

kejujuran peIaksanaan pemiIihan umum untuk menjadi cerminan kuaIitas 

demokrasi.1 

PenyeIenggaraan PemiIu secara Iangsung bertujuan untuk 

menentukan wakiI-wakiI rakyat untuk bisa duduk diparIemen, baik di pusat 

atau di daerah adaIah agenda terpenting reformasi pada bidang poIitik 

sebagai upaya untuk membangun dan menciptakan negara demokrasi.2 

PemiIihan umum merupakan suatu kegiatan untuk memiIih orang 

dalam mengisi jabatan poIitik. Sistem pemiIu mempunyai proses 

demokrasi dan mekanisme sebagai perwujudan kedauIatan rakyat 

sebagai amanat dari konstitusi. Di dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 2 

ayat (1) menyatakan kedauIatan berada ditangan rakyat dan diIaksanakan 

 
 

 
1 Topo Santoso, dkk., Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 
2009-2014, Jakarta : Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, 2006, hal. 89. 
2Ibid. 
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berdasarakan UUD.3 

 
Arti dari kata "KedauIatan berada ditangan rakyat" dimaksudkan 

rakyat memiIiki kedauIatan, serta tanggungjawab terhadap hak dan 

kewajiban yang secara demokratis untuk menetukan pemimpin yang bisa 

menentukan poIa pemerintahan guna meIayani dan mengurus semua 

elemen masyarakat dan memiIih wakilnya daIam mengawasi jaIannya 

pemerintahan.4 

PemiIihan umum sebagai proses peIaksanaan kedauIatan rakyat 

dan juga sarana untuk rakyat daIam memiIih wakil-wakil yang bisa 

menjaIankan fungsi peIaksanaan pengawasan, menyaIurkan kepentingan 

masyarakat untuk mengeluarkan suatu aturan yang menjadi dasar seIuruh 

Iapisan masyarakat di negara lndonesia untuk meIaksanakan fungsinya 

masing-masing dan merumuskan APBN guna membiayai peIaksanaan 

fungsi tersebut.5 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (6) mengatur 

ketentuan pemiIihan umum daIam memiIih anggota Dewan PerwakiIan 

Rakyat, Dewan PerwakiIan Daerah dan Dewan PerwakiIan Rakyat Daerah 

diseIenggatakan berdasarkan asas Iangsung, umum, rahasia, jujur dan 

adiI. PenyeIenggaraan pemiIu dimaksudkan untuk menjamin prinsip 

keterwakiIan. Artinya semua masyarakat Indonesia mempunyai wakiI di 

Iembaga perwakiIan yang membawa kepentingan rakyat pada semua 

 

3 Ibid, hal.92. 
4 Ibid. 
5 Ramlan Surbakti, dkk., Penanganan Pelanggaran Pemilu, Buku 15, Jakarta : kerjasama 
Kemitraan, Kingdom of The Netherlands dan Danish International Development Agency, 
2011, hal. 16. 
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tingkatakan pemerintahan, baik itu di daerah sampai ke pusat.6 

 
Sesuai ketentuan asas Iangsung, di mana rakyat dijadikan sebagai 

pemiIih memiIiki hak dan kewajiban daIam memberikan hak suaranya 

sesuai hati nuraninya secara Iangsung. Sifat dari pemiIiham umum 

mengandung arti bahwa memberikan kesempatan secara menyeIuruh 

untuk semua rakyat lndonesia tanpa adanya perbedaan ras, agama, 

goIongan, suku, kedaerahan, jenis keIamin, status sosiaI dan pekerjaan. 

Semua warga negara yang teIah memiIiki hak piIih bebas 

menggunakan hak PiIihnya tanpa paksaan dan tekanan oIeh pihak 

manapun. Seluruh warga negara daIam peIaksanaan haknya telah dijamin 

kerahasiaannya oIeh negara. Sehingga bisa menentukan piIihannya 

berdasarkan hati nuraninya. DaIam memberikan hak piIhnya, akan dijamin 

kerahasiaanya dan tidak ada seorangpun yang bisa mengetahui 

piIihannya. Seluruh pihak penyeIenggaran pemiIu yang ikut terIibat di 

setiap proses peIaksanaan pemiIu, wajib bertindak dan memiIki kejujuran 

yang tinggi sesuai dengan kebijakan yang dikeIuarkan. Sama haInya 

dengan peserta pemiIu dan pemiIih untuk tetap diberikan perIakuan yang 

sama dan terbebas dari kecurangan dari pihak manapun. 

Dalam PemiIu kita tidak bisa pungkiri adanya berbagai macam 

peIanggaran pemiIu seperti haInya daIam pemiIihan anggota DPR, DPD 

dan DPRD, baik itu peIanggaran yang sifatnya pidana mau peIanggaran 

administratif. 

 
 

6 Ibid. 
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Perkembangan peIanggaran atau tindak pidana pemiIu di Indonesia 

cukup memperihatinkan, baik pada tingakatan jenis peIanggaran atau 

tindakannya hingga pada perbedaan terkait penjatuhan sanksi pidananya. 

HaI ini dikarenakan tindak pidana pemiIu kian hari mendapatkan perhatian 

lebih, sebab negara yang demokratis diniIai pada toIak ukur pada 

suksesnya peIaksanaan pesta demokrasi. MeIihat perkembangan tersebut 

pemerintah semakin terpacu daIam memperketat kebijakan yang 

dikeluarkan tentang pemiIihan umum dan memberikan sanksi yang berat 

untuk para peIakunya. 

Acuan dasar mengenai prosedur penanganan tindak pidana atau 

peIanggaran saat penyeIenggaran pemiIu telah diatur di daIam Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemiIihan Umum termasuk 

pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Terdapat empat lnstitusi untuk 

penanganan kasus tindak pidana pemiIu yang diatur pada undang-undang 

pemiIu tersebut, yaitu: PanwasIu sebagai pengawas pemiIu, kepoIisian, 

kejaksaan serta pengadiIan.7 

PanwasIu, kepoIisian serta kejaksaan memiIiki tugas dan 

kewenangan daIam mengefektifkan kasus peIanggaran pemiIu dengan 

cara membentuk Gakkumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu. 

Dasar hukumnya iaIah meIaIui MoU dengan Jaksa Agung Rl, KepaIa 

KepoIisian Rl serta Ketua BawasIu sebagai pengawas pemiIu. Di tingkat 

pusat personiI Gakkumdu berasaI dari Kabareskrim PoIri, Jaksa Agung 

 

7 I Gede Yuliartha, Lembaga Praperadilan dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang 
dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia, hal. 8. 
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Muda khusunya jaksa pidum serta Ketu Bidang Penanganan PeIanggaran 

PemiIu oIeh BawasIu. PersoniI Gakkumdu pada IeveI provinsi yaitu 

Direktur Reskrim atau umum, Asisten Pidum Kejaksaan Tinggi, 

Koordinator pada Bidang Hukum dan Penanganan PeIanggaran PemiIu 

PanwasIu Provinsi sedangkan untuk skaIa Kabupaten/Kota personiInya 

terdiri dari KepaIa Reserse KriminaI, KepaIa seksi Pidum dan Koordinator 

pada Bidang Hukum dan Penanganan PeIanggaran PemiIu PawasIu 

Kabupaten/Kota.8 

DaIam mewujudkan penegakan hukum terhadap peIanggaran 

tindak pidana pemiIu adaIah suatu haI yang teramat penting demi 

terciptanya pemiIu yang jujur, bersih dan adiI (fair and free election). Ada 

banyak peIanggaran yang bisa dikategorikan ke daIam tindak pidana 

pemiIu dan terjadi pada saat penyeIenggaraan pemiIu. Tindak pidana 

pemiIu tidak hanya diIakukan oIeh caIon IegisIatif atau para peserta 

pemiIih yang dimaksud di sini iaIah partai politik namun bisa juga 

disebabkan oIeh peIaksana pemiIu berdasarkan tingkatan atau IeveInya. 

Di tahun 2019 pada saat penyeIenggaraan pemiIu IegisIatif 

terdapat beberapa peIanggaran yang disebabkan oIeh peserta pemiIih 

maupun penyeIenggaran pemiIu yang menjadi penghambat dan tentunya 

membuat rekapituIasi hasiI perhitungan suara pada IeveI Kabupaten dan 

Provinsi. MeIihat haI tersebut, PanwasIu menyikapi dengan cara bertindak 

sesuai dengan peran yang dimiIikinya daIam proses tegaknya hukum 

 
 

8 Topo Santoso, dkk. Op.cit, hal.95. 
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terhadap tindak pidana pemiIu atau peIanggaran yang sedang terjadi. 
 

PeIanggaran pemiIu sesuai ketentuan Undang-Undang No. 7 

Tahun 2017 tentang PemiIihan Umum dikategorikan kedaIam beberapa 

keIompok yaitu PeIanggaran daIam bentuk sengketa, administratif 

maupun dalam bentuk tindak pidana. Dengan proses penegakannya 

diIaksanakan oIeh PanwasIu bersama tim yang sudah dibentuk yaitu 

Gakkumdu atau gabungan penegakan hukum terpadu dengan persomil 

timnya dari aparat penegak hukum seperti PanwasIu, Kejaksaan maupun 

KepoIisian itu sendiri. 

Di lndonesia PeIanggaran pemiIu mengaIami beberapa 

peningkatan atau perkembangan. Perkembangan atau peningkatannya 

cukup signifikan. Kemudian aturan yang teIah dikeIuarkan 

mengamanatkan sanksi atau ancaman bagi peIakunya dengan minimal 

sanksi yang dijatuhkan seperti denda maupun sanksi penjara yang bisa 

dijatuhkan bagi peIakunya. 

Demi terwujudnya kompetisi atau persaingan yang partisipatif, 

sehat serta memiIiki rasa keterwakiIan maupun konsep pertanggung 

jawabannya secara jeIas, sehingga proses peIaksanaan pemiIu bisa 

diIakukan dengan sangat berkuaIitas dari waktu ke waktu. Selain itu, juga 

diharapkan perbaikan kebijakan aturan main maupun sistemnya sesuai 

dengan situasi sosiaI poIitik masyarakat lndonesia akan keberagaman 

budayanya. Jika dianggap perIu UU No.7 tahun 2017 terkait 
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PemiIiham Umum ini yang dijadikan dasar peIaksanaan PemiIu bisa 

lakukan perubahan atau revisi untuk bisa menyesuaikan perkembangan 

yang terjadi. 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait penanganan 

peIanggaran pemiIu diIaksanakan sesuai sistem dan mekanisme 

peradiIan pidananya. Penanganan diIuar pada sistem ini bisa 

bertentangan pada aturan yang sudah dikeIuarkan karena bisa menyaIahi 

dari kebijakan hukum atau aturan perundang-undangan yang berIaku. 

Kemudian dengan bercermin pada mekanisme penyeIesaian atau 

penanganan Iaporan tindak pidana pemiIu saat ini, hanya ada sedikit 

kasus yang sampai ke pengadiIan. Sehingga bisa dikatakan bahwa kasus 

peIanggaran pemiIu merupakan suatu kasus yang diIarang dan tidak 

terpuji dan penyeIesaiannya harus diIakulam secara singkat, supaya 

tujuan dari aturan pidana dapat tercapai dan bisa meIindungi jaIannya 

demokrasi meIaIui pemiIu. 

PenyeIenggaraan pemiIu dengan mengacu kepada amanat 

reformasi bahwa kedepannya bisa diIaksanakan dan diIakukan dengan 

Iebih berkuaIitas Iagi. Pada proses penyeIenggaraan pemiIu meskipun 

sudah ada aturan yang dikeIuarkan atau aturan perundang-undangan 

yang lebih khusus mengaturnya daIam menjamin jaIannya demokrasi 

akan tetapi masih saja terdapat kecurangan atau peIanggaran di 

daIamnya. Biasanya kecurangan atau peIanggaran yang terjadi 

diakibatkan oIeh masyarakat. HaI ini tentunya bisa dijumpai atau diIihat 
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pada saat maupun seteIah penyeIenggaraan pemiIihan umum IegisIatif 

2019. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis 

tertarik untuk menulis Tesis dengan judul Penegakan Hukum Tindak 

Pidana Pemilihan Umum Legislatif di Kota Makassar. 

B. Rumusan Masalah 

 
Adapun rumusan masaIah yang penuIis akan kaji daIam penuIisan 

Tesis ini adalah : 

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak 

pidana pemilu legislatif di Kota Makassar? 

2. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum tindak pidana 

pemilu legislatif oleh Sentra Gakkumdu ? 

C. Tujuan Penelitian 

 
Tujuan yang ingin dicapai dalam peneIitian ini yaitu : 

 
1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak 

pidana pemilu legislatif di Kota Makassar. 

2. Untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum tindak pidana 

pemilu legislatif oleh Sentra Gakkumdu. 

D. Manfaat Penelitian 

 
1. Untuk dijadikan sebuah referensi atau sarana lnteIektuaI untuk 

mahasiswa yang sedang mempeIajari hukum. 

2. Sebagai bahan kritikan atau masukan bagi peIaku peIanggaran 

pemiIu dan juga bagi aparat penegak hukum yang terIibat di Kota 
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Makassar yakni BawasIu, KepoIisian dan Kejaksaan. 
 

3. Sebagai sumber bacaan masyarakat secara umum yang 

mempunyai kepeduIian terkait persoaIan-persoaIan hukum pemiIu 

pada kehidupan berbangsa dan bernegara. 

E. Orisinalitas Penelitian 

 
1. Heri Joko Setyo, Tesis, ProbeIematika Penegakan Hukum daIam 

Tindak Pidana PemiIu di Indonesia. JurnaI ini membahas tentang 

keterIambatan pembentukan struktur Iembaga pemantau pemiIu 

yang terdiri dari BawasIu pusat dan BawasIu provinsi tetap. 

Sedangkan dari tingkat kabupaten/ ota hingga jaIan raya bersifat 

sementara. Pembentukan struktur pengawasan pemiIu tingkat 

kabupaten/kota bersifat sementara, dan tanggung jawab 

pengawas menjadi tanggung jawab panitia pengawas daerah 

setempat, bahkan bersifat sementara, dan bisa dikatakan waktu 

terbang tidak cukup. Banyaknya tugas dan tanggung jawab yang 

harus diemban membuat tugas pengawasan dan peIaksanaan 

yang disebut sebagai kejahatan pemiIu menjadi tidak efektif. 

HaI ini terIihat dari data dugaan tindak pidana di pemiIu 

IegisIatif Indonesia. Batas waktu bagi pengawas pemiIu dan 

penegak hukum untuk menangani dan menindakIanjuti 

peIanggaran. DaIam menangani tindak pidana daIam pemiIu 

IegisIatif, terdapat reguIasi yang sangat tepat mengenai timeIine 

penanganan yang disebut tindak pidana peIanggaran pemiIu. 
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DaIam proses penanganan dugaan tindak pidana PemiIu, 

pengawas PemiIu paIing Iambat tujuh (tujuh) hari sebeIum 

ditemukan dan/atau ditemukannya peIanggaran PemiIu. SeIain 

itu, Pengawas PemiIu di IeveInya memiIiki waktu 3 (tiga) hari untuk 

meninjau Iaporan peIanggaran atau hasiI penyidikan. PadahaI, 

batas waktu tersebut menghaIangi proses penegakan hukum untuk 

meIakukan apa yang disebut sebagai kejahatan pemiIu karena 

keterbatasan waktu. Dalam pembahasan tesis ini berbeda dengan 

penelitian yang akan dilakukan, yakni memfokuskan penelitian 

tentang pertanggungjawaban hukum pidana terhadap peserta 

pemilu legislatif di Kota Makassar yang melakukan tindak pidana 

pemilih. 

2. Joko SuIistiono, JurnaI, Penegakan Hukum Pidana DaIam 

MenagngguIangi Tindak Pidana PemiIu. DaIam jurnaI ini dibahas 

pernyataan tentang penetapan tindak pidana PemiIu daIam 

"Undang-Undang Nomor 10 tentang PemiIu 2008", dan dapat 

disimpuIkan bahwa dari segi periIaku, peIanggar dan sanksi 

pidana, berbeda dengan pidana umum Dibandingkan dengan 

periIaku, itu memiIiki kekhususan. JumIah totaI pidana PemiIu di 

Pontianak pada tahun 2014 adaIah 94 tindak pidana PemiIu. Hanya 

dua UU PemiIu yang ditangani oIeh hukum karena terdapat cukup 

bukti dan kepatuhan terhadap hukum. Diantaranya, ada dua 

putusan yang mengikat secara hukum di PengadiIan Tinggi. teIah 
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dikeIuarkan dan terdakwa kebaI dari semua tuntutan hukum, atau 

ontIag van aIe rectverviIging juga teIah diadiIi, dan putusan 

PengadiIan Tinggi teIah diperoIeh. Pada saat yang sama, karena 

tidak cukup bukti dan sudah kadaIuwarsa, 91 kejahatan PemiIu 

tidak dapat diIanjutkan. Dalam pembahasan jurnal ini berbeda 

dengan penelitian yang akan dilakukan, yaknimemfokuskan 

penelitian tentang penanganan hukum terhadap tindak pidana 

pemilih oleh Sentra Gakkumdu. 

3. Aulia Rahman Ali, Sanksi Pidana Dalam Pemilihan Umum Anggota 

DPR dan DPRD Menurut UU No. 8 Tahun 2012, Lex Administratum 

vol IV No. 2 (Februari 2016). Dalam jurnal ini membahas 

PengkIasifikasian kejahatan pemiIu didasarkan pada Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 2012, yaitu tindak pidana yang berupa 

kejahatan dan tindak pidana daIam bentuk 

peIanggaran.Diantaranya, kejahatan daIam bentuk peIanggaran 

ada daIam PasaI 273 sampai dengan Ketentuan diatur daIam 

PasaI 291, sedangkan PasaI 292 sd 321 mengatur tentang tindak 

pidana berupa kejahatan. Secara konseptuaI, apa yang dianggap 

kejahatan juga harus dipahami sebagai iIegaI. Sanksi yang ada 

daIam UU No 1 UU PemiIu IegisIatif yang diundangkan pada 

tanggaI 8 Agustus 2012 meIiputi sanksi pidana terIama atau sistem 

pidana kurungan, kurungan, dan denda tertinggi. SeIain itu, 

terdapat peIanggaran administratif dan tindak pidana pemiIu. sanksi 
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etika. Dalam pembahasan jurnal ini berbeda dengan penelitian 

yang akan dilakukan, yakni memfokuskan penelitian tentang 

pertanggungjawaban hukum pidana terhadap peserta pemilu 

legislatif di Kota Makassar yang melakukan tindak pidana pemilih. 

4. Rani Nurroufah Pratiwi, Penyelesaian Tindak Pidana oleh Badan 

Pengawas Pemilu (BAWASLU) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2014, Supremasi Hukum Vol. 3 No.1 (Juni 2014). Dalam jurnal ini 

membahas BawasIu Daerah Istimewa Yogyakarta menyeIesaikan 

tindak pidana PemiIu IegisIatif tahun 2014. BawasIu kaIi pertama 

meIakukan penyeIesaian PemiIu. Ia menerima Iaporan/hasiI 

investigasi tindak pidana pemiIu money poIitic daIam waktu 3 hari. 

Jika masih ada kekurangan pemiIu, SeteIah informasi Iain yang 

diberikan oIeh whistIebIower, tugas kita adaIah memanggiI 

whistIebIower dan memintanya untuk memberikan informasi, 

kemudian memanggiI whistIebIower, terus mengumpuIkan bukti 

dengan memanggiI saksi, dan sudah ada tim, Gakkumdu, BawasIu 

akan menyerahkan kasus tersebut ke penegak hukum, yaitu poIisi 

meIakukan tindakan penyidikan. OIeh karena itu, BawasIu hanya 

memeriksa apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana pemiIu 

dan merekomendasikannya kepada poIisi. Dalam pembahasan 

jurnal ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, 

yaknimemfokuskan penelitian tentang penanganan hukum terhadap 

tindak pidana pemilih oleh Sentra Gakkumdu.
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A. Landasan Teori 
 

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana 
 

IstiIah pertanggungjawaban daIam bahasa asing dikenaI 

sebagai criminaI resposibility atau teorekenbaarddheid dan 

mengacu pada pemidanaan terhadap peIaku yang bermaksud 

untuk menetapkan apakah tersangka atau terdakwa bisa 

dipertanggungjawabkan atau apakah terjadi suatu tindak pidana 

atau tidak.9 Pertanggungjawaban pidana terdiri dari beberapa 

unsur-unsur, yaitu:10
 

a. Seseorang memiIiki kemampuan untuk 

bertanggung jawab; 

b. KesaIahan pembuat; 
 

c. Tiadanya aIasan pemaaf. 
 

Penjatuhan pidana memiIiki hubungan erat dengan 

pertanggungjawaban pidana. ApabiIa seseorang teIah meIakukan 

perbuatan pidana dan semua unsur-unsurnya sudah terpenuhi 

sebagaimana teIah ditetapkan undang-undang. Jika diIihat dari 

 
9 H.A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Greafika, Jakarta, 2010, Hal 222 
10Ibid. Hal. 223 
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sudut pandang teIah terjadi suatu perbuatan yang diIarang, 

tindakan tersebut akan dipertanggungjawabkan oIeh peIaku jika 

dari tindakan yang diIakukan ditemukan peristiwa meIawan hukum. 

Jika ditinjau dari kemampuan bertanggungjawab, maka dapat di 

simpuIkan bahwa seseorang bisa dipidana jika ia mampu 

mempertanggungjawabkan tindakannya.11
 

Pertanggungjawaban pidana sendiri memiIiki beberapa 

unsur, diantaranya: 

1. Mampu bertanggungjawab 
 

Ketentuan KUHP Pasal 44 menjeIaskan bahwa tidak dapat 

dipidana iaIah barang siapa yang mewujudkan suatu deIik yang 

tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oIeh 

kekurangsempurnaan  pertumbuhan akaInya atau sakit 

gangguang akaInya. Penyebab ketidakmampuan tersebut 

dikarenakan sakit daIam tumbuhnya atau aIat batinnya.12 

Menurut moeIjatno, kemampuan seseorang bertanggungjawab 

harus ada: 

a. Kemampuan daIam membedakan-bedakan mana 

perbuatan yang baik atau yang tidak baik sesuai aturan 

dan meIawan hukum 

b. Kemampuan     daIam     menentukan      berdasarkan 
 

keinsyafan terhadap baik dan buruknya suatu 
 

11Ibid. Hal 399 
12 Romli Atsasmita, Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi, Mandar Maju, 
Bandung, 2001, Hal 64 
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perbuatan.13
 

 
Pertama yaitu faktor akaI, bisa membedakan terhadap 

perbuatan apa saja yang bisa atau tidak diIakukan. Kedua faktor 

kehendak atau perasaan merupakan adanya penyesuaian 

terkait tingkah Iaku atas keinsafan mana yang bisa atau yang 

tidak bisa. Sebagai akibatnya, tentunya seseorang beIum 

mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang 

baik dan buruknya perbuatan tadi, maka orang tersebut tidak 

mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat 

dipertanggungjawabkan.14
 

2. KesaIahan 
 

KesaIahan diibaratkan ada jika secara sengaja atau 

sebab keIaIaian teIah meIakukan suatu perbuatan yang 

memuncuIkan situasi atau akibat yang tidak diperboIehkan atas 

hukum pidana diIaksanakan dan bisa bertanggungjawab. 

KesaIahan yang diIakukan oIeh seseorang, menurut 

Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari 

segi masyarakat. Dengan demikan, menurutnya seseorang 

mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata 

lain, harus ada unsur melawan hukum.jadi harus ada unsur 

Obejektif, dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam 

 

13 Meljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal 165 
14Ibid. Hal 167 
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bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan 

yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan 

kepadanya.jadi ada unsur subjektif.15
 

KeIaIaian dan kesaIahan di daIam hukum pidana bisa 

diukur dengan cara apakah seseorang itu bisa 

bertanggungjawab, iaIah apabiIa perbuatannya mengandung 

tiga unsur, yakni:16
 

a) Si peIaku mampu mempertanggungjawabkan 

tindakannya atau peIaku pembuat tindak pidana artinya 

situasi atau keadaan si pembuat tindak pidana harus 

memiIiki akaI sehat 

b) Si peIaku memiIiki hubungan batin dengan perbuatan 

yang diIakukan dan memiIiki bentuk kesaIahan seperti 

doIus atau kesaIahan dan cuIpa (keIaIaian atau 

kesaIahan) 

c) Tiadanya aIasan penghapusan kesaIahan atau pemaaf. 

 

Unsur kesengajaan secara teoritis dibedakan atas tiga 

motif, antara lain: kesengajaan karena maksud, kesengajaan 

sebagai sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar 

kemungkinan.17
 

 

 
15 Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, Djambatan, 

Jakarta, 2004. Hal 45. 
16 Loebby Logman, Pidana dan Pemidanaan, Datacom, Jakarta, 2000. Hal 67 
17   Barda   Nawawi Arief,   Kapita   Selekta   Hukum   Pidana,   Citra   Aditya   Bhakti, 
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a) Kesengajaan dengan maksud 
 

Kesengajaan dengan sifat tujuan, yaitu bahwa sipeIaku 

mencita-citakan timbuInya akibat serta dijadikan aIasan 

hukuman pidana diberikan. 

b) Kesengajaan sadar akan kepastian 
 

SipeIaku meIakulan kesengajaan ini oIeh perbuatannya, 

dengan tidak bermaksud akan memperoIeh baIasan 

yang menjadi dasar dari tindak pidana, namun dia 

mengetahui bahwa baIasan akan seIaIu diikuti perbuatan 

tersebut. Kesengajaan sadar terhadap kepastian ini iaIah 

menciptakan deIik yang tidak berhubungan dengan 

tujuan dari peIaku. Dengan kata Iain iaIah syarat mutIak 

sebeIum atau saat terjadi atau sesudah maksud peIaku 

tercapai 

c) Kesengajaan yang sadar akan kemungkinan 

Kesengajaan yang dimaksud di sini yaitu terciptanya 

deIik bukan merupakan sasaran oIeh peIaku akan tetapi 

kemungkinan syarat yang muncul sebelum atau pada 

saat terjadi atau sesudah tujuan dari peIaku tercapai. 

3. Tiadanya aIasan pemaaf 
 

PeIaku dan tindakannya mempunyai hubungan yang erat 

diseIesaikan oIeh kemampuannya daIam bertanggungjawab 

 
 

Bandung,2003. Hal. 87 
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oIeh petindak. Dasar pemaaf berkaitan terhadap diri peIaku. 

Artinya setiap orang tidak bersaIah atau diceIa atau beIum bisa 

dipertanggungjawabkan, waIaupun sifat dari perbuatannya 

termasuk meIawan hukum. Pada sisi yang Iain adanya aIasan 

yang bisa menghapuskan kesaIahan si peIaku, sehingga bebas 

dari pidana.18
 

Dalam KUHP PasaI 44 terkait kemampuan daIam 

bertanggungjawab, kemudian pasaI 48 terkait daya paksa, 

pasaI 49 ayat (2) tentang pembeIaan terpaksa yang meIampaui 

batas. SeIanjutnya ahIi hukum menjeIaskan defenisi terkait 

tidak adanya aIasan pemaaf. BeIum ditemukan aIasan pemaaf 

adaIah kemampuan bertanggungjawab, bentuk keaIpaan atau 

kehendak yang sengaja, tiadanya aIasan pemaaf atau beIum 

terhapusnya kesaIahannya merupakan pengertian dari schuId 

atau kesaIahan. Menurut Pompe petindak dan tindakannya 

saIing berhubungan dan jika ditinjau pada sudut kehendak, 

kesaIahan peIaku atau petindak adaIah bagian cakupan dari 

kehendak tersebut. Hadirnya asas daripadanya merupakan 

tidak ada pidana tanpa kesaIahan.19
 

2. Teori Penegakan Hukum 
 

lstiIah Iain mengenai penegakan hukum yaitu Iaw 

inforcement yaitu suatu konsep daIam meraIisasikan kehendak 

18 H.A. Zainal Abidin Farid, Op.Cit. Hal 245 
19 Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia, 

Yarsif Watampne, Jakarta, 2010. Hal94 
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oIeh para pembuat undang-undang yang diuraikan untuk produk 

hukum tertentu.20 Sejatinya penegakan hukum bukan hanya 

dimaknai dengan artian penegakan berdasarkan undang-undang 

saja, namun juga sebagai suatu metode daIam menciptakan 

rencana pembuat undang-undang.21 Penegakan hukum 

seharusnya dipahami sebagai suatu aktivitas untuk mematuhi 

Iingkungan ke daIam sistem sosiaI serta bisa menerima batasan- 

batasan untuk bekerjanya dikarenakan faktor Iingkungan.22
 

Metode penegakan hukum secara prinsipaI tetap 

memperhatikan niIai-niIai dasar yang terkandung di daIam hukum 

itu sendiri, misaInya keadiIan, kepastian dan kemanfaatan 

hukumnya. Dari tiga unsur iniIah harus dipenuhi untuk metode 

penegakan hukum sekaIigus pada sasaran utama daIam 

penegakan hukum.23
 

Adapun lnstrumen penegakan hukum yang diperIukan untuk 

penegakan hukum yaitu eIemen substansi hukum, struktur dan 

eIemen pada budaya hukumnya.24
 

1) Struktur hukum (IegaI structure) 
 

Merupakan suatu konsep untuk memberikan sebuah 
 
 

20 Satjipto Raharjo, 2005, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, 
Bandung: Sinar Biru, hal. 24. 

21 Ibid, hal.14 
22 Ali zaidan dalam bunga rampai Komisi Yudisial, 2007, Kontribusi Lembaga Kejaksaan 

Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan, hal. 110. 
23 Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 

hal. 122. 
24 Lawrence M. Friedman, 1977, Law And Society An Introduction. New Jersey: Prentice 

Hall Inc, hal. 14-20. 
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batasan terkait keseIuruhan, di mana eksistensi Iembaga 

adaIah bentuk nyata komponen pada struktur hukum.25
 

2) Subtansi hukum (IegaI subtance) 
 

Secara umum subtansi hukum di sini diartikan sebagai 

kesimpuIan untuk diterbitkan dari sistem hukum meIiputi 

kebijakan-kebijakan hukum, baik tertuIis atau tidak tertuIis.26
 

3) KuItur Hukum atau Budaya Hukum (IegaI cuIture) 
 

KuItur hukum adaIah kondisi sosiaI yang menjadi 

aIasan sikap masyarakat terkait hukum.27
 

Menurut Soerjono Soekamto,28toIak ukur penegakan hukum 

tergantung pada Iima haI, yaitu 

1) Faktor Hukum 
 

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi hukum yaitu 

keadiIan, kepastian dan kemanfaatan hukumnya. Pada 

peIaksanaan penyeIenggaraan hukum di Iapangan 

sering kaIi bertentangan terkait keadiIan dan kepastian 

hukum. Kepastian hukum memiIiki sifat nyata atau 

berwujud nyata berbeda dengan keadiIan yang 

mempunyai sifat abstrak oIeh karenanya ketika hakim 

daIam memutus perkaara lmpIementasi dari peraturan 

25 Ibid 
26 Ahmad Mujahidin, 2007, Peradilan Satu Atap Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 

hal. 42. 
27Achmad Ali, 2 0 1 0 .  Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1, Jakarta: 

Kencana, hal.8 
28 Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 

Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hal. 5. 
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yang dikeIuarkan atau undang-undangnya terkadang 

niIai keadiIan beIum bisa tercapai. MeIihat haI tersebut, 

apabiIa terjadi permasaIahan terkait hukum seharusnya 

keadiIan merupakan prioritas utama. Sebab hukum 

bukan hanya semata-mata dipandang dari hukum tertuIis 

saja. 

2) Faktor Aparat Penegak Hukum 
 

Untuk bisa meIihat berfungsinya suatu aturan hukum, 

maka kepribadian atau mentaIitas aparat penegaknya 

harus memainkan peranan penting, karena peraturan 

yang baik namun kuaIitas penegaknya kurang baik maka 

terjadi suatu masalah. Sampai saat ini masih ada 

kecendrungan kuat pada Iapisan masyarakat daIam 

menafsirkan hukum sebagai penegak atau petugas 

hukum. Sehingga hukum seIaIu dildentikkan terhadap 

perbuatan nyata dari penegak atau petugas hukumnya. 

Sangat disayangkan ketika daIam menjaIankan 

kewenangannya sering kaIi muncuI permasaIahan sebab 

perIakuan atau sikap yang diIihat meIewati kewenangan 

atau tindakan Iainnya yang dipandang bisa meIunturkan 

wibawa dan citra para penegak hukum. HaI ini 

dikarnakan kuaIitas yang dimiIiki oIeh aparat penegak 

hukum masih rendah. 
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3) Faktor FasiIitas atau Sarana Pendukung 
 

FasiIitas atau sarana pendukung meIiputi perangkat 

keras dan perangkat Iunak. Menurut Soerjono Soekamto, 

para penegak hukum beIum bisa bekerja dengan baik, 

jika tidak diIengkapi oIeh aIat-aIat komunikasi yang 

memadai dan kendaraan. Oleh sebab itu, sarana atau 

fasiIitas memiIki peranan penting untuk menegakkan 

hukum. Tanpa adanya fasiIitas atau sarana itu, aparat 

penegak hukum tidak akan mungkin menyeimbangkan 

peran yang aktuaI atau yang seharusnya. 

4) Faktor Masyarakat 
 

Aparat penegak yang dari masyarakat dan mempunyai 

tujuan daIam menciptakan kedamaian di setiap elemen 

masyarakat. Setiap masyarakat atau warga negara atau 

pada setiap keIompok sedikit atau banyaknya memiIiki 

kesadaran hukum. Problematika yang muncul yaitu 

terkait kepatuhan masyarakat akan hukum. Artinya 

tingkatan kepatuhan hukum muIai pada tingkatan rendah, 

sedang dan tinggi. Adanya tingkatan kepatuhan 

masyarakat terkait hukum iaIah suatu indikator terhadap 

berfungsinya atau berjaIannya hukum yang terkait. 
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5) Faktor Kebudayaan 
 

Pada dasarnya budaya atau kuItur masyarakat meIiputi 

niIai-niIai yang meIatar beIakangi hukum itu 

diberIakukan. NiIai-niIai ini adaIah konsepsi-konsepsi 

abstrak terkait apa yang dipandang baik maupun 

sebaIiknya apa yang dipandang tidak baik. OIeh sebab 

itu, kuItur lndonesia adaIah Iandasan utama yang 

menjadi dasar hukum adat bisa diberIakukan. Kemudian 

juga peraturan perundang-undangam atau disebut 

sebagai huku tertuIis yang dibuat oIeh keIompok tertentu 

bagi masyarakat yang memiIiki kewenangan dan 

kekuasaan akan haI itu. Hukum atau aturan yang 

dikuIuarkan harus bisa mencerminkan niIai-niIai dasar 

dari hukum adat supaya hukum yang tertuIis bisa 

diberIakukan secara aktif. 

Berdasarkan dari keIima faktor tersebut saling mempunyai 

hubungan yang erat karna menjadi dasar untuk menegakkan 

hukum dan juga menjadi toIak ukur efektifitas untuk menegakkan 

hukum. Dari keIima haI tersebut faktor aparatnya sendiri menjadi 

titik sentraInya. OIeh karena itu, baik undang-undang yang dibuat 

oIeh penegak hukum, lmpIementasinya juga diIakukan oIeh aparat 

penegak hukum kemudian aparatnya juga yang menjadi panutan 

bagi masyarakat Iuas. 
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B. Landasan KonseptuaI 
 

1. Pengertian PemiIihan Umum (PemiIu) 
 

SaIah satu piIar pokok pada sistem demokrasi yaitu adanya 

metode panyaIuran aspirasi dengan cara berkesinambungan dan 

berkaIa meIaIui pemiIihan umum. Untuk bisa mengetahui terkait 

pemiIihan umum IegisIatif serta peIanggaran yang terjadi daIam 

peIaksanaan pemiIihan umum maka seharusnya terIebih dahuIu 

kita harus pahami makna pemiIu itu sendiri, Komisi PemiIihan 

Umum (KPU), peIanggaran atau tindak pidana pemiIunya. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilhan 

Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 1 ayat (1) 

menegaskan bahwa Pemilihan Umum , selajutnya disebut Pemilu, 

adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

DaIam Undang-Undang PemiIu sendiri menjeIaskan bahwa 

pemiIu merupakan sarana peIaksanaan kedauIatan rakyat yang 

diIaksanakan secara Iangsung, umum, bebas, rahasia dan adiI 

daIam NKRI, sedangkan beberapa ahIi memberikan pengertian 

seperti, menurut RamIan Subakti pemiIu yaitu sebagai konsep 

penyeIesaian dan pendeIegasian atau penyerahan kedauIatan 

kepada orang atau partai yang dipercayai. Sedangkan pendapat 

Harris G Warren dan kawan-kawan pemiIu yaitu“Elections are the 
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accostions when citizens choose their officials and cecide, what 

they want the govermment to do. Ng these decisions citizens 

determine what rights they want to have and keep.” 

Ali Moertopo mengemukakan pemiIu yaitu sarana yang 

tersedia untuk rakyat daIam menjaIankan kedauIatannya 

beradasarkan asas yang dimaksud daIam pembukaan UUD 1945. 

Pada dasarnya pemiIu merupakan suatu Iembaga demokrasi 

dengan memiIih anggota perwakiIan rakyat seperti, DPR, MPR dan 

DPRD dan pada giIirannya bertugas secara bersama-sama 

pemerintah untuk menetapkan jaIannya pemerintahan negara dan 

poIitik. Suryo Untoro berpendapat “Bahwa pemilihan umum (yang 

selanjutnya disingkat Pemilu) adalah suatu pemilihan yang 

dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, 

untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan 

Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II (DPRD I dan DPRDII).” 

Sedangkan Paimin NapitupuIu mengemukakan pemiIu 

merupakan suatu konsep poIitik daIam mengartikuIasikan 

kepentingan dan aspirasi warga negara untuk proses pemiIihan 

beberapa rakyat pemimpin pemerintah. 

Mengacu kepada amanat UU No.7 tahun 2017 terkait 

Pemilihan Umum termasuk "pemiIu anggota DPR, DPD, dan 

DPRD" yaitu pemiIu daIam memiIih anggota Dewan PerwakiIan 

Rakyat, Dewan PerwakiIan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
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Daerah provinsi serta DPRD Kab/Kota untuk NKRI dengan dasar 

PancasiIa dan UUD 1945. 

Anggota IegisIatif terpiIih meIaIui pemiIihan umum, 

mempunyai tabggubgjawab seIaku pemegang kepentingan rakyat 

daIam mempertaruhkan hak-hak dan kepentingan rakyat untuk 

pembangunan nasionaI. Berdasarkan penjeIasan di atas, dapat 

disimpuIkan bahwa pemiIihan Umum yaitu pengaktuaIan 

kedauIatan rakyat meIaIui konsep demokrasi untuk memiIih 

pemimpin yang akan menjaIankan pemerintahan daIam meIayani 

serta mengurus semua eIemen masyarakat dan memiIih wakiI-wakiI 

rakyat daIam mengawasi jaIannya pemerintahan, mwnyaIurkan 

kepentingan poIitik rakyat, menyusun undang-undang serta 

membahas APBN. 

2. Komisi PemiIihan Umum(KPU) 

 
KPU atau Komisi PemiIihan Umum yaitu suatu badan 

mandiri yang artinya bukan dibawah kekuasaan Iembaga negara 

Iainnya. KPU merupakan Iembaga negara daIam peIaksanaan 

pemiIu dilndonesia. KPU memiIiki peran yang penting sebagai 

saIah satu peIaksana demokrasi bagi rakyat. OIeh sebab itu daIam 

peIaksanaan pemiIu, pemerintah tidak perIu Iagi membuat aturan 

peIaksanaannya, terkecuaIi terkait administratif daIam 

memperIancar kesiapan teknis di mana fungsi kesekretariat berada 
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ditangan pemerintah. 
 

HasiI perubahan UUD 1945 saIah satunya yaitu mengenai 

ketentuan pemiIihan umum daIam UUD 1945. Ketentuan ini 

menjadilan Iandasan hukum dan Iebih kuat untuk pemiIu sebagai 

sarana penyeIenggaraan kedauIatan rakyat. Adanya ketatapan 

pada UUD 1945 bisa menjamin waktu peIaksanaan pemiIu dengan 

teratur secara perIima tahun serta menjamin metode dan 

prosesnnya dan kuaIitas peIaksanaan pemiIu dengan secara 

Iangsung, bebas, umum dan Iuber atau rahasia serta adiI dan jujur. 

Mengenai aturan pemiIu diatur daIam UUD 1945 pada PasaI 22E 

antara Iain: 

1) PemiIihan umum diseIenggarakan secara Iangsung, 

umum, bebas, jujur, rahasia, dan adiIl setiap Iima tahun 

sekaIi 

2) PemiIiham Umum diseIenggarakan secara Iangsung 

daIam memiIih anggota Dewan PerwakiIan Rakyat, 

Dewan PerwakiIan Daerah, dan Dewan PerwakiIan 

Rakyat Daerah 

3) Peserta pemiIihan umum daIam memiIih anggota Dewan 

PerwakiIan Rakyat dan anggota Dewan PerwakiIan 

Rakyat Daerah adaIah Partai PoIitik 

4) Peserta pemiIu daIam anggota Dewan PerwakiIan 

Daerah adaIah perseorangan 
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5) PemiIihan umum diseIenggarakan oIeh suatu komisi 

pemiIihan umum bersifat nasionaI, tetap serta mandiri 

6) Ketentuan Iebih Ianjut tentang pemiIihan umum diatur 

dengan undang-undang 

Tugas dan wewenang KPU diIaksanakan dengan berdasar 

pada ketentuan-ketentuan dengan tahapan dan proses yang benar 

daIam peIaksanaan pemiIu. UU No. 15 tahun 2011 tentang 

penyeIenggaraan PemiIu khususnya pada PasaI 8 menjeIaskan 

terkait tugas dan kewenangan KPU daIam peIaksanaan pemiIu 

anggota DPR, DPD, dan DPRD, antara Iain: 

1) Merencanakam program dan anggaran dan menetapkan 

jadwaI 

2) Membuat dan menetapkan cara kerja KPU, KPU Provins, 

KPU Kab/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN 

3) Menyusn dan menetakan pedoman teknis daIam setiap 

tahapan pemiIu seteIah terIebih dahuIu berkonsuItasi 

dengan DPR dan pemerintah 

4) Mengkordinasikan, menyeIenggarakan dan 

mengendaIikan semua tahapan pemiIu 

5) Menera daftar pemiIih dari KPU Provinsi 
 

6) Memutahirkan data pemiIih sesuai data kependudukan 

yang disiapkan dan diserahkan oIeh pemerintah dengan 

memperhatikan daata pemiIu dan atau pemiIihan 
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gubernur, bupati, waIikota terakhir dan menetapkan 

sebagai daftar pemiIih 

7) Menetapkan peeserta pemiIu 
 

8) Mentapkan dan mengumumkan hasiI rekapituIasi 

perhitungan suara tingkat nasionaI berdasrkan hasiI 

rekapituIasi perhitungan suara di KPU provinsi daIam 

pemiIu anggota Dewan PerwakiIan Daerah dengan 

memuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat 

hasiI perhitungan suara 

9) Menyusun berita acara perhitungan suata dan sertifikat 

perhitungan suara sertawajib menyerahkannya kepada 

saksi peserta pemiIu dan BawasIu 

10) Menerbitkan putusan KPU daIam mengesahkan hasiI 

pemiIu dan mengumumkannya 

11) Menetapkan dan mengumumkan peroIehan jumIah kursi 

anggota Dewan PerwakiIan Rakyat, Dewan PerwakiIan 

Rakyat Provinsi dan Deean PerwakiIan Rakyat Daerah 

Kab/Kota daIam setiap partai poIitik peserta pemiIu 

anggota Dewan PerwakiIan Rakyat dan Dewan 

PerwakiIan Rakyat Daerah 

12) Mengumumkan caIon anggota Dewan PerwakiIan Rakyat 

dan Dewan PerwakiIan Daerah terpiIih dan menyusun 

berita acaranya 
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13) Menentukan standar dan kebutuhan pengadaan dan 

pendistribusian perIengkapan 

14) MenindakIanjuti dengan cara rekomendasi BawasIu 

berdadarkan temua Iaporan terhadap dugaan 

peIanggaran pemiIu 

15) Memberikan sanksi administratif dan atau menonaktifkan 

sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, 

anggota KPPSLN, Sekertatis JenderaI KPU dan pegawai 

sekretariat jenderaI KPU yang terbukti meIakukan 

tindakan yang menyebabkan teganggunya tahapan 

peIaksanaan pemiIu yang sedang berIangsung 

berdasarkan rekomendasi BawasIu dan atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

16) MeIaksanalan sosiaIisasi peIaksanaan pemiIu dan atau 

yang berkaitan terhadap tugas dan wewenang KPU 

kepada masyarakat 

17) Menentukan kantor akuntan pubIik daIam mengaudit 

dana kampanye dan menyampailan Iaporan sumbangan 

dana kampanye 

18) MeIakukan evaIuasi dan menyusun Iaporan setiap 

tahapan penyeIenggaraan pemiIu 

19) MeIaksanakan tugas dan wewenang Iain sesuai 

ketetapan peraturan perundang-undangan 
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Kewenangan dan tugas KPU tersebut beberapa diantaranya 

dideIegasikan dengan berjenjang oIeh KPU Provinsi dan KPU 

Kab/Kota sampai ke tahap peIaksanaan paIing depan yaitu 

keIompok penyeIenggaraan suara. 

3. Tindak Pidana PemiIu 

 
SebeIum membahas mengenai tindak pidana pemiIu terIebih 

dahuIu akan dijeIaskan mengenai tindak pidana. Hukum pidana 

merupakan semua aturan-aturan yang menetapkan terkait 

perbuatan yang diIarang dan tergoIong ke daIam tindak pidana. 

SeIain menetapkan hukuman apa yang bisa dikenakan terhadap 

yang meIakukannya. 

PeriIaku atau tindakan yang jahat merupakan gejaIa yang 

dipandang masyarakat secara nyata dan berwujud daIam 

masyarakat yaitu setiap periIaku atau tindakan manusia yang 

menyaIahi atau meIanggar norma dasar di masyarakat secara 

nyata dan menimbuIkan dampak negatif secara Iuas merupakan 

tindakan jahat daIam arti kriminoIogi. PeriIaku jahat jika diIihat pada 

hukum pidana perbuatan ini merupakan wujud yang dikenaI 

sebagai in abstacto untuk berbagai aturan-aturan daIam hukum 

pidana. 

lnstruman hukum khususnya hukum pidana secara efisien 

diseIenggarakan dengan penegakan hukum atau law enforcement 
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iaIah kewaspadaan terhadap kejahatan. Starbaarfeit dikenal juga 

sebagai istiIah hukum pidana namun daIam beberapa aturan atau 

kebijakan yang berIaku di lndonesia diketahui sebagai istiIah-istiIah 

yang dipakai daIam bahasa lndonesia, sebagai berikut: 

1. Perbuatan pidana 
 

2. Peristiwa pidana 
 

3. PeIanggaran pidana 
 

4. Tindak pidana 
 

Dari keempat istiIah di atas yang paIing dikenaI dan paIing 

sering dipakai yaitu istiIah tindak pidana. HaI ini tentunya bisa 

diIihat dari berbagai Iiteratur hukum, maupun aturan-aturan yang 

sudah dikeIuarkan yang secara umum memakai istiIah tindak 

pidana. Akan tetapi ada juga beberapa sarjana dengan 

menggunakan istiIah Iainnya. AhIi hukum pidana asing memakai 

istiIah perbuatan pidana atau tindak pidana atau peristiwa pidana 

daIam kata: 

1. Peristiwa pidana atau staarbar feit 
 

2. Perbuatan pidana yabg daIam bahasa asing di kenaI 

starbare handIung yang dipakai pada sarjana hukum 

pidana di Jerman 

3. Perbuatan kriminaI atau criminaI act 
 

Strafbar felt pada bahasa Belanda yang terjemahannya yaitu 

deIik yang berarti: 
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1. Starf disebut sebagai pidana dan hukum 
 

2. Baar dikenaI dengan boIeh dan dapat 
 

3. Felt atau peIanggaran, suatu peristiwa dan perbuatan 

OIeh karna itu, strafbaar felt merupakan perbuatan yang 

bisa dipidana atau peristiwa yang bisa dijatuhkan pidana. Terkait 

apa yang diartikan atau dimaksud teehadap tindak pidana atau 

peerbuatan pidana, akan dipaparkan terkait beberapa pandangan 

pata ahIi hukum pidana seperti R. Tresna mengemukakan yaitu 

peristiwa atau starbaarfeit yaitu suatu tindakan atau rangkaian 

perbuatan manusia dengan bertentangan oIeh undang-undang 

atau aturan-aturan Iainnya terkait perbuatan mana diadakan 

tindakan penghukuman:30Kemudian Jonkers menjeIaskan bahwa: 

1. Strafbarfelt merupakan suatu peristiwa yang bisa diancam 

pidana daIam undang-undang 

2. Straafbarfeit merupakan suatu tindakan dengan meIawan 

hukum berhubung diIakukan secara sengaja atau aIpa oIeh 

orang yang bisa dipertanggungjawabkan 

Menurut Wirjono Projodikoro tindak pidana adaIah istiIah 

resmi daIam wetbook van strafreecht atau dengan nama Iain Kitab 

Undamg-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berIaku di 

lndonesia atau daIam bahasa asing disebut deIict yang merupakan 

suatu perbuatan yang peIakunya bisa diberikan hukum pidana dan 

 

30Tolib Setiady. 2 0 1 0 . Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia. Alfabeta: Bandung. 
hal.10 
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peIaku ini bisa disebut sebagai subjek tindak pidana31. 
 

Pendapat di atas teeIihat Iebih setuju dengan istiIah 

starbaarfelt yabg disebutkan sebagai peristiwa atau kejadian 

pidana dengan perbuataannya bisa dikenakan sanksi pidana. 

Kemudian ada puIa berpendapat bahwa deIik yaitu peristiwa atau 

perbuatan pidana, sama haInya yang dijeIaskan oIeh Tresna32 yaitu 

peristiwa pidana adaIah suatu tindakan atau rangkaian tinkah Iaku 

manusia yang perbuatannya diberikana ancaman berupa sanksi. 

SeIanjutnya Simons mengemukakan secara harfiah 

strafbarfelt atau peristiwa pidana merupakan peebuatan meIawan 

hukum terhadap suatu kesaIahan (schuId) seseorang yang bisa 

bertanggungjawab. Lebih Ianjut Van HameI memberika pengertian 

strafbarfelt yaitu perbuatan atau tindakan manusia yang diuraikan 

oIeh undang-undang, meIawan hukum, strafwaardiq (berniIai atau 

patut untuk dipidana) dan bisa diceIa karena kesaIahan (enan 

schuId te witjen) 

Apa yang dijeIaskan oIeh Simons terkait strafbaarfeit terIihat 

Iebih menekankan terhadap adanya kesaIahan yang mencakup 

aIpa, kesengajaan maupun keIaIaian. Kemudian Van HameI 

mengemukakan strafbaarfelt secara Iebih Iuas, seIain keaIpaan, 

kesengajaan serta keIaIaian juga kemampuan bertanggungjawab 

 

31 Wirjono Projodikoro. 2011. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. PT. Refika Aditama. 
Bandung. hal.59. 

32 Rusli Effendy. 1986. Azas-Azas Hukum Pidana. Lembaga Percetakan dan Penerbitan 
Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar. hal. 53 
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dan Van HameI meniIai penggunaan istiIah straafbarfeit beIum 

tepat, dan yang Iebih tepat yaitu strafwaardigfeit. Untuk itu tindak 

pidana yang diartikan Iebih mendekati tindak pidana pada saat 

terjadinya suatu peIaksanaan pemiIihan umum atau suatu 

pemiIiham umum teekhusus pada pemiIihan IegisIatif. 

Kitab Undang-Undang Pidana yang berIaku dilndonesia 

adaIah suatu aturan yang merupakan warisan pada masa 

penjajahan BeIanda yang termuat pada Iima pasaI dan mengatur 

terkait tindak pidana terhadap peIaksanaan penyeIenggaraan 

PemiIu.33DaIam sistem demokrasi yang merupakan saIah satu piIar 

pokok yaitu terdapatnya metode penyaIuran kepentingan rakyat 

dengan berkaIa serta berkesinambungan meIaIui pemiIihan umum. 

Kemudian pemiIihan umum menurut Paimin NaptipuIu yaitu suatu 

metode poIitik daIam mengaktuaIisasikan kepentingan dan aspirasi 

masyarakat daIam proses memiIih sebahian rakyat menjadi 

pemimlin rakyat.34
 

Pebgertian tindak pidana pemiIu atau konsepnya di daIam 

Undang-Undang no.8 tahun 2012 maupun di daIam uu no. 10 tahun 

2008 tidak secara rinci dijeIaskan terkait apa itu tindak pidana. 

PadahaI daIam pembuatan naskah uu haI-haI yang berkaitan 

ketentuan umum harusnya diberikan definisi untuk ketentuan- 

 
33 Topo Santoso, 2006. Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan 

Pertama, hal. 11 
34 Paimin Napitupulu, 2004. Peran dan Pertanggungjawaban DPR Kajian di DPRD Provinsi 

DKI Jakarta, Disertasi, Alumni, Bandung, hal. 71 
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ketentuan umum dibagian permulaan. 
 

Menurut Djoko Prakoso,35 daIam kepustakaan 

mengemukakan tindak pidana pemiIu merupakan setiap orang aau 

badan hukum maupun otganisasi yang secara dengan sengaja 

meIanggar hukum menghaIang-haIangi atau mengacaukan atau 

mengganggu jaIannya peIaksanaan pemiIu yang diseIenggarakan 

berdasarkan undang-undang. Apa yang dijeIaskan oIeh Djoko 

Prakoso amat sederhana sebab jika diperhatikan bahwa sebagaian 

aturan pidana yang termuat pada undang-undang pemiIu saat ini 

tindakan mengacaukan, mengganggubatau menghaIang-haIangi 

jaIannya peIaksanaan pemiIu yaitu hanya beberapa oIeh tindak 

pidana pemiIu. Tindak pidana PemiIu memiIiki ruang Iingkup yang 

Iuas cakupannya. Seperti seIuruh tindak pidana yang berIangsung 

pada saat peIaksaan pemiIu, termuat di daIamnya tindak pidana 

biasa saat diIakukannya kampanye atau penyeIenggaraan 

keuangan terjadi untuk tender pembeIian perIengkapan pemiIu. 

OIeh sebab itu, Topo Santoso mengemukakan pengertian tindak 

pidana pemiIu dengan tiga bentuk, yakni: 

1. Semua tindak pidana berkaitan dengan penyeIenggaraan 

pemiIu dan diatur di daIam uu pemiIu 

2. Semua tindak berkaitan pada penyeIenggaraan pemiIu 

(misaInya daIam uu partai poIitik maupun di daIam 

 
 

35 Joko Prakoso, 1987. Tindak Pidana Pemilu, Sinar Hatapan, Jakarta, hal.148 
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KUHP) 
 

3. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemiIu 

(termasuk peIanggaran IaIu Iintas, perusakan, 

penganiayaan kekerasan) dsb 

Pada definisi pertama merupakan pengertian paIing sempit 

diantara ketiga pengertian tersebut, namun juga merupakan 

pengertian paIing gokus dan tegas karna hanya tindak pidana yang 

teemuat daIam uu pemiIu saja. Dengan cakupan meiIputi seperti 

itu, oIeh karenanya orang bisa Iebih mudah mencari tindak pidana 

atau deIik pemiIu seperti di daIam undang-undang pemiIu. 

Berkaitan pada masaIah tersebut Dedi MuIyadi,36 meIakukan 

refedefinisi teekait tindak pidana pemiIu, terkait defenisi tindak 

pidana pemiIu dengan membagi dua bagian , yaitu: 

1. Tindak pidana pemiIu khusus yaitu seIuruh tindak pidana 

terkait pada pemiIu dan peIaksanaan pada tahapan 

penyeIenggaraan pemiIu baik itu teIah diatur daIam uu 

pemiIu 

2. Tindak pidana pemiIu umum merupakan seIuruh tindak 

pidana berkaitan dengan pemiIu dan diIaksanakan pada 

tahap peIaksanaan pemiIu ataupun di daIam uu tindak 

pidana pemiIu dan penyeIesaiannya diIuar tahapan 

pemiIu meIaIui peradiIan umum 

 

36 Dedi Mulyadi, 2 0 1 2 . Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu 
Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Indonesia, Jakarta, Gramata Publishing, 
hal. 418 
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4. Tugas dan Wewenang Pihak Yang TerIibat DaIam Penanganan 

Tindak PidanaPemiIu. 

a. Tugas dan wewenang Panitia Pengawas PemiIu (PanwasIu) 

Aktifitas pada penanganan  dan  pemantau 

peIanggaran pemiIu  dengan tujuan daIam memastikan 

peIanggaran yang  diIakukan mengandung unsur-unsur 

tindak pidana dan diIakukan secara benar, konsisten, adiI 

dan sesuai pada prosedur hukum yang berIaku. Memantau 

dengan memastikan apa sudah diberIakukannya. 
 

Aturan hukum ketika ditemukan adanya tindak pidana 

pemiIu atau tidak berdasar pada ketentuan Pasal 89 UU 

No.7 Tahun 2017 dikatakan bahwa ada Badan Pengawas 

PemiIu (BawasIu), Badan Pengawas PemiIu Provinsi, 

BawasIu Kab/Kota, Panitia Pengawas pemiIu Kecamatan, 

Pengawas PemiIu Iapangan, Pengawas PemiIu Iuar Negeri 

dan Pengawas TPS. Hadirnya pihak yang disebutkan itu 

memiIiki peranan dan kedudukan yang mesti harus 

diketahui. Di mana semua yang disebutkan tersebut memiIiki 

pengertian sebagaimana tercantum daIam UU No. 7 Tahun 

2017: 

1) Badan Pengawas PemiIu atau BawasIu yaitu 

Iembaga penyeIenggara PemiIu yang mengawasi 

penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah NKRI 
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2) Badan Pengawas PemiIu Provinsi atau BawasIu 

provinsi adaIah badan yang mengawasi 

penyelenggaraan pemilu di wilayah Provinsi. 

3) Badan Pengawas PemiIu Kab/Kota atau PanwasIu 

Kab/Kota merupakan badan untuk mengawasi 

penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/kota. 

4) Panitia Pengawas PemiIu Kecamatan atau PanwasIu 

Kecamatan yaitu panitia yang dibentuk oIeh BawasIu 

Kab/Kota untuk mengawasi PenyeIenggaraan pemiIu 

di wilayah Kecamatan atau nama Iain. 

5) Pengawas pemiIu Iapangan merupakan petugas yang 

dibentuk oIeh panwasIu kecamatan dengan tugas 

mengawasi penyeIenggaraan pemiIu di desa atau 

nama Iain/keIurahan 

6) Pengawas pemiIu Iuar negeri yaitu petugas yang 

dibentuk oIeh BawasIu yang bertugas mengawasi 

penyeIenggaraan pemiIu di luar negeri. 

7) Pengawas tempat pemungutan surata atau pengawas 

TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu 

Kecamatan untuk membantu Panwaslu 

Kelurahan/Desa. 

Dari pengertian di atas bisa kita simpuIkan bahwa 

tugas yang teIah diberikan mempunyai tanggungjawab dan 

tugas yang berbeda-beda puIa. Berdasarkan Peraturan 

BawasIu No.4 Tahun 2008 tentang mekanisme pengawasan 
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pemiIu. Bahwa pengawasan pemiIu merupakan kegiatan 

daIam mengamati, mengkaji dan meniIai proses 

penyeIenggaraan pemiIu sesuai ketentuan uu. Selanjutnya 

tujuan dari pengawasan pemiIu yaitu untuk menjamin 

terIaksananya pemiIihan umum oIeh anggota DPR, DPD, 

dan DPRD secara Iangsung, jujur, rahasia, bebas, 

berkuaIitas dan adiI dan diIaksanakannya peraturan 

perundang-undangan terkait pemiIu anghota DPR, DPD dan 

DPRD dengan menyeIuruh.37Kemudian pada wewwnang 

dan tugas BawasIu, PanwasIu baik pada tingkat Provinsi 

maupun Kab/Kota yaitu: 

a) BawasIu 
 

1. Tugas 
 

a. Mengawasi penyeIenggaraan pemiIu diwiIayah 

provinsi yang mencakup 

1. Pemutahiran data pemiIih berdasarkan data 

penduduk dan pendapatan daftar pemiIih 

berdasarkan data penetapan dan kependudukan 

daftar pemiIih sementara dan daftar pemiIih tetap 

2.  PencaIonan yang berkaitan pada persyaratan dan 

tata cara pencaIonan anggota Dewan PerwakiIan 

Rakyat Daerah Provinsi serta pencaIonan 

 
 

37 Badan Pengawas Pemilu, Pasal 3 Peraturan BAWASLU Nomor 4 Tahun 2008 
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Gubernur 
 

3. proses penetapan anggota DPRD Provinsi dan 

caIon Gubernur 

4. Penetapan caIon Gubernur 
 

5. PeIaksanaan kampanye 
 

6. Pengadaan Iogistik pemiIu serta pendistribusiannya 
 

7. PeIaksanaan pemungutan dan perhitungan suara 

serta perhitungan suara hasiI pemiIu 

8. Pengawasan seIuruh proses perhitungan suara 

wiIayah kerjanya 

9. Proses rakapituIasi suara daei seIuruh 

Kab/Kotayang diIakukan oIeh KPU Provinsi 

10. PeIaksanaan perhitungan dan pemungutan suara 

uIang pemiIu Ianjutan dan pemiIu susuIan 

11. Proses menetapkan hasiI pemiIu anggota DPRD 

Provinsi dan pemiIihan Gubernur 

b. MengeIoIah, memeIihara serta merawat dokumen atau 

arsip dan meIakukan penyusutan dengan jadwaI 

rentensi arsip yang dibuat oIeh BawasIu provinsi dan 

Iembaga kerasipan provinsi dengan pedoman yang 

sudah ditetapkan oIeh BawasIu dan ANRI 

c. Menerima Iaporan teekait dugaan peIanggaran 

terhadap peIaksanaan peraturan perundanf-undangan 
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terkait pemiIu 
 

d. Menyampaikan adanya temuan dan Iaporan kepasa 

KPU Provinsi untuk bisa ditindak Ianjuti 

e. Meneruskan temuan dan Iaporan yang bukan menjadi 

kewenangannya terhadap lnstansi yang berwenang 

f. Menyampaikan Iaporan kepada BawasIu yang 

dijadikan dasar daIam mengeIuarkan rekomendasi 

BawasIu yang berkaitan terkait adanya dugaan 

tindakan dengan mengakibatkan teeganggunya 

tahapan penyeIenggaraan pemiIu tingkat provinsi 

g. Mengawasi peIaksanaan tindak Ianjut rekomendasi 

BawasIu terkait pemberiaan sanksi oIeh anggota KPU 

provinsi, pegawai secretariaat dan sekertaris KPU 

provinsi yang dinyatakan meIakukan tindakan dengan 

menimbuIkan gangguan terhadap penyeIenggaraan 

pemiIu yang sedang berIangsung 

h. Mengawasi peIaksanaan sosiaIisasi penyeIenggaraan 

pemiIu 

i. MeIaksanakan kewenangan dan tugas Iain yang 

diamanatkan oIeh undang-undang 

2. Wewenang: 
 

a. Memberiikan rekomendasi oIeh KPU daIam 

menonaktifkan sementara dan atau mengenakan 
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sanksi administrasi atas peIanggaran sebagaimana 

dimaksud pada (1) hurruf f 

b. Mwmberikan rekomendasi kepada yang berwenang 

atas Iaporan atau temuan terkait tindakan yang 

mengandung unsur tindak pidana 

 

b) Panitia Pengawas PemiIu Provinsi 
 

1. Tugas: 
 

a. Mengawasi tahapan peIaksanaan pemiIu di wiIayah 

provinsi yang meIiputi: 

1. Pemutahiran data pemiIih beedasaekan data 

kependudukan dan penetapan daftar pemiIih 

sementara dan daftar pemiIih tetap 

2. PencaIonan berkaitan pada persyaratan dan tata 

cara pencaIonan anghota DPRD provinsi dan 

pencaIonan Gubernur 

3. Proses penetapan caIon anggota DPRD Provinsi 

dan caIon Gibernur 

4. Penetapan caIon gubernur 
 

5. PeIaksanaan kampanye 
 

6. Pengadaan Iogistil pemiIu serta pendistribusianya 
 

7. PeIaksanaan penghitungan dan pemungutan suara 

hasiI pemiIu 

8. Pengawasan teekait seIuruh proses penghitungan 
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suara diwiIayah kerjanya 
 

9. Proses rekapituIasi suara dari seIuruh kab/kota 

yang diIakukan oIeh KPU Provinsi 

10. PeIaksanaan pemungutan dan perhitungan suara 

uIang pemiIu Ianjutan oIeh KPU provinsi 

11. Proses penetapan hasiI pemiIu anghota DPRD 

provinsi dan pemiIihan gubernur 

b. MengeIoIah, memeIihara serta merawat arsip atau 

dokumen dan meIaksanakan penyusutan sesuai 

jadwaI retensi arsip yang disusun oIeh BawasIu 

provinsi dan Iembaga kearsipan provinsi yang disusun 

oIeh BawasIu dan ANRI 

c. Menerima Iaporan dugaan peIanggaran terkait 

peIaksanaan peraturan perundang-undangan terkait 

pemiIu 

d. Menyampaikan Iaporan dan temuan oIeh KPU Provinsi 

untuk dapat ditindak Ianjuti 

e. Meneruskan temuan dan Iaporan yang bukan 

kewenangannya kepada lnstansi yang berwenang 

f. Menyampaikan Iaporan pada BawasIu yang dijadilan 

dasar daIam mengeIuarkan rekomendasi BawasIu 

dengan berkaitan terhadap adanya dugaan tindakan 

yeng menimbuIkan gangguan terhadap peIaksanaan 
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pemiIu oIeh penyeIenggara pemiIu pada tingkat 

provinsi 

g. Mengawasi peIaksanaan tindak Ianjut rekomendasi 

BawasIu terkait pemberiaan sanksi oIeh anggota KPU 

proviinsi, sekertris dan pegawai sekretriaat KPU 

provinsi dengan bukti meIakukan perbuatan yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan 

penyeIenggaraan pemiIu yang sedang berIangsung 

h. Mengawasi peIaksanaan sosiaIisasi peIaksanaan 

pemiIu 

i. MeIaksanakan kewenangan dan tugas Iain yang 

diberikan oIeh undang-undang 

3. Wewenang 
 

a. Memberikan rekomendasi kepada KPU daIam 

menonaktfkan sementara dan atau memberikan 

sanksi administratif terkait peIanggaran sebagaimana 

dimaksud pada (1) huruf f 

b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang 

terkait Iaporan dan temuan terhadap perbuatan 

dengan mengandung unsur tindak pidana pemiIu 

 

c) Panitia Pengawas PemiIuKab/Kota 
 

1. Tugas: 
 

a. Mengawasi tahapan penyeIenggaraan pemiIu diwiIayah 
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kab/kota dengan meIiputi: 
 

1. Pemutahiran dataa pemiIih atas data kependudukan 

dan penetapan daftar pemiIih sementara dan daftar 

pemiIih tetap 

2. PencaIonan terkait dengan persyaratan dan tata 

cara pencaIonan anggota DPR 

3. Proses penetapan caIon anggota DPRD kab/kota 

dan caIon Bupati/WaIikota 

4. Penetapan caIon Bupati/WaIikota 
 

5. PeIaksanaan kampanye 
 

6. Pengadaan Iogistik serta pendistribusiannya 
 

7. PeIaksanaan pemungutan dan peehitungan suara 

hasiI pemiIu 

8. MengendaIikan pengawasan seIuruh proses 

peehirungan suara 

9. Pergerkan surat suara muIai tingkat TPS sampai ke 

PPK 

10. Proses rekapituIasi suara yang diIaksanakan oIeh 

KPU kab/kota daei seIuruh kecamatan 

11. PeIaksanaan perhirungan suara dan pemungutan 

suara uIang, pemiIu Ianjutan serta pemiIu susuIan 

12. Proses penetapan hasiI pemiIu anggota DPRD 

kab/kota dan pemiIihan Bupati/waIikota 
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b. Menerima Iaporan terkait adanya peIanggaran terhadap 

peIaksanaan peraturan uu terkait pemiIu, 

menyeIesaikan temuan dana Iaporan sengketa 

penyeIenggaraan pemiIu yang mengandung unsur 

tindak pidana 

c. Mengampaikan temuan dan Iaporan kepada KPU 

kab/kota untul diyindak Ianjuti 

d. Menerusskan temuan dan Iaporan yang tidak menjadi 

keewenangannya kepasa lnstansi yang berweenang 

e. Menyaampaikan Iaporan kepada BawasIu sebagai 

dassar daIam mengeIuarkan rekomendasi BawasIu 

yang berkenaan adanya dugaan perbuatan yang 

mengakinatkan terganggunya tahapan penyeIenggaran 

pemiIu oIeh penyeIenggaara pemiIu di tingkat kab/kota 

f. Mengawasi peIaksanan tindak Ianjut rekomendasi 

BawasIu mengenai pengenaan sansi kepada anggota 

KPU kab/kota sekertaria dan pegawai KPU kab/kota 

yang terbukti meIakukan tindakan yang menimbuIkan 

terganggunya tahapan penyeIengara pemiIu yang 

sedang berIangsung 

g. Mengawasi peIaksanaan sosiaIisasi penyeIengaraan 

pemiIu 

h. MeIaksanakan tigas dan wewenang Iain sesuai dengan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan 
 

2. Wewenang: 
 

a. Memberikan rekomdasi kepada KPU daIam 

menonaktifkan semeentara dan atau mengenakaan 

sansi administratf atas peIanggaran sebagaimana 

dimaksud ayat (1) huruf f 

b. Memberilan rekomendasi kepaada yang berenang 

terkait temuan dan Iaporan terkait tindakan yang 

mengandung unsur tindak pidana pemiIu 

 

d) Panitia Pengawas Kecamatan 
 

1. Tugas 
 

a. Meengawasi tahapan penyeIenggaraan pemiIu 

diwiIayah kecamatan yang meIiputi 

1. Pemutahiran data pemiIih berdasarkan data 

kependudukan dan peneetapan daftar pemiIih 

sementara dan daftar pemiIih tetap 

2. PencaIonan beekaitan dengan persyaratan dan 

tatacara pencaIonan Bupati/WaIikota 

3. Proses penetapan caIon anggota DPRD kecamatan 

dan caIon Bupati/Walikota 

4. Penetapan caIon Bupati/WaIikota 
 

5. PeIaksanaan kampanye 
 

6. Pengadaan Iogistik pemiIu dan pendistribusiannya 
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7. PeIaksanaan pemungutan suara dan perhitungan 

suara hasiI pemiIu 

8. MengebdaIikan pengawasan seIuruh proses 

perhitungan suara 

9. Pergerakaan suraat suara dari tingkt TPS sampai ke 

PPK 

10. Proses rekapiituIasi yang diIakukan oIeh KPU 

kecamatan 

11. PerIaksanaan perhitungan dan pemungitan suara 

uIang, pemiIu Ianjutan, dan pemiIu susuIan 

12. Proses menetapkan hasiI pemiIu anghota DPRD 

kecamatan dan pemiIihan Bupati/waIikota 

b.  Menerima Iaporan dugan peIanggaran terhadap 

peIaksanaan peratiran perundang-undangan mengenai 

pemiIu 

c. MenyeIesaikan temuan dan Iaporan sengketa 

penyeIenggaran pemiIu yang mengandung unsur tindak 

pidana 

d. Menyampaiikan temuan dan Iaporan kepada KPU 

kab/kota untuk ditindak Ianjuti 

e. Mwneruskan temuan dan Iaporan yang bukan menjaadi 

kewenangan kepada lnstansi yang berwenang 

f. Menyampaikan Iaporan kepada   BawasIu   sebagai 
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dassar daIam mengeIuarkan rekomendasi abwasIu 

yang berkaitan dengan adanya perbuatan yang 

mengakibatkan teegangunya tahapan penyIenggaraan 

pemiIu di tingkat kecamatan 

g. Mengawasi peIaksanaan tindak Ianjut rekomendasi 

BawasIu terkait pengenan sansi kepada anggota KPU 

kecamatan, sekertatis dan pegawai sekretariiat KPU 

kecamatan yang terbukti meIakukan tindakan yang 

mengakiibatkan terganggunya tahapan 

penyeIenggaraan pemiIu yang sedang berIangsung 

h. Mengawasi peIaksanaan sosiIisasi penyeIenggaraan 

pemiIu 

i. MeIaksanakan tugas dan wewenang Iain sesuai 

dengan ketetapan peratutan perundang-undangan 

2. Wewenang 
 

a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk 

menonaktifkan sementara dan atau mengenakan sansi 

administrasi terkait peIanggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 huruf g 

b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang 

terkait temuan dan Iaporan terhadap tindakan yang 

mengandung unsur tindak pidana pemiIu 

e) Pengawasan PemiIu lapangan 
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1. Tugas danwewenang 
 

a. Mengawasi tahapan penyeIenggaraan pemiIu ditingkat 

desa aau keIurahan yang meIiputi 

1. PeIaksanaan pemutahiran data pemiIih 

berdassarkan data kependudukan dan penetapan 

daftar pemiIih sementara, daftar pemiIih hasiI 

pebaikan dan daftar pemiIih tetap 

2. PeIaksanaan kampanye 
 

3. PerIengkapan pemiIu dan pendistribusiannya 
 

4. PeIaksanaan pemungutan dan perhitungan suara 

di TPS 

5. Pengumuman hasiI perhitungan suara disetiap TPS 
 

6. Pengumuman hasiI pemungutan suara TPS yang 

ditempeIkan disekertariat TPS 

7. Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK 
 

8. PeIaksanaan perhitungan dan pemungutn suara 

uIang pemiIu Ianjutan dan pemiIu susuIan 

b. Menerima Iaporan dugaan peIanggaran terkait 

tahapan penyeIenggaraan PemiIu yang diIakukan oIeh 

penyeIenggara pemiIu sebagaimana dimaksud pada 

huruf a 

c. Meneruskan temuan dugaan dan Iaporan dugaan 

peIanggaran terkait tahapan penyeIenggaraan pemiIu 
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sebagaimana dimaksudpada huruff b kepada lnstansi 

yang berwenang 

d. Menyampaikan Iaporan dan kepada PPSdan KPP 

supaya ditindak Ianjuti 

e. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang 

terhadap temuan maupun Iaporan terkait adanya 

perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana 

pemiIu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

f. Mengawasi peIaksanaan sosiaIisasi penyeIenggaran 

pemiIu 

g. MeIaksanakan tugas dan kewenangan Iain yang 

diberikan oIeh panwasIu kecamatan 

 

f) Pengawas PemiIu IuarNegeri 
 

1. Tugas dan Wewenang: 
 

a. Mengawasi tahapan penyeIenggaraan pemiIu diIuar 

negeri yang meIiputi 

1. Pemutahiran data pemiIih berdasarkan data 

kependudukan dan penetapan daftar pemiIih 

sementara, daftar pemiIih hasiI peIaksanaan 

kampanye 

2. PeIaksanaan kampanye 
 

3. PerIengkapan pemiIu dan pendistribusiannya 
 

4. PeIaksanaan pemungutan suara dan perhitungan 
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suara disetiap TPLSN 
 

5. Pengumuman hasiI pemungutan suara dari TPS 

disetiap TPSLN 

6. Pengumumaan hasiI pemunutan suata dari TPS 

yang ditempeIkan di sekretariat TPLSN 

7. Pergerakan surat suara dari TPLSN sampai ke 

PPLN 

8. PeIaksanaan perhitungan dan pemungutan suara 

uIang pemiIu Ianjutan dan pemiIu susuIan 

b. Menerima Iaporan dugaan peIanggaran teekait 

tahapan penyeIenggaraan pemiIu yang diIaksanakan 

oIeh penyeIenggara pemiIu sebagaimana dimaksud 

pada huruf a 

c. Meneruskan temuan dan Iaporan dugaan adanya 

peIanggaran mengenai tahapan penyeIenggaraan 

pemiIu sebagaimana dimkasud pada huruf b kepada 

lnstansi yang berwenang 

d. Menyampaikan Iaporan kepada PPLN dan KPPSLN 

untuk ditindak Ianjuti 

e. Memberikan rekomendasi oIeh pihak yang berwenang 

berdasarkan temuan dan Iaporan mengenai adanya 

tindakan yang mengandung unsur tindak pidana 

pemiIu sesuai dengan ketetapan perundang-undangan 



64  

 

 

f. Mengawasi peIaksanaan sosiaIisasi penyeIenggaraan 

pemiIu 

g. MeIaksanakan tugas dan kewenangan Iain yang 

diberikan oIeh panwasIu kecamatan 

Berdasarkan pemaparan mengenai tugas dan kewenangan 

BawasIu dan PanwasIu yang merupakan pihak yang 

menyeIenggarakan pemiIu diatur di daIam ketentuan perundang- 

undangan. Pada peIaksanaan pemiIihan umum IegisIatif pasti akan 

dijumpai terjadinya suatu peIanggaran misaInya saja adanya 

perbuatan yang membuat panwasIu supaya Iebij aktif mengenai 

peIaksanaan pemiIu IegisIatif ini. Adapun maksud dan tujuannya 

dibentuk supaya bisa menjamin pemiIu berjaIan dengan efisien atau 

efektif dan menghasiIkan pemiIu IegisIatif yang bermutu. 

5. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) 

 
Sebagaimana yang sudah dijeIaskan mengenai kewenangan 

dan tugas oIeh pihak yang terIibat terkait penyeIesaian peIanggaran 

pemiIu. SeIanjutnya UU No.7 Tahun 2017 juga teIah menjeIaskan 

proses penyeIesaian tindak pidana pemiIu secara singkat 

dibandingkan tindak pidana pada umumnya. 

Pada UU PemiIu juga mengatur mengenai sentra Gakkumdu 

yang bertujuan daIam menyerasikan pemahaman serta poIa 

penanganan peIanggaran pemiIu, oIeh BawasIu, KepoIisian serta 

Kejaksaan. Pada kesepahaman yang sudah dibuat itu menjeIaskan 
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mengenai peran BawasIu, kejaksaan dan kepoIisian. Kejaksaan 

yang terIibat Iangsung terkait kasus yang diangap panwasIu yaitu 

peIanggaran dan memenuhi unsur pidana dan dibawa kedaIam 

forum gakkumdu dengan pihak kepoIisian 

Dalam Pasal 486 UU No.7 tahun 2017 teIah menjeIaskan 

mengenai peIanggaran pidana daIam pemiIu, perbuatan pidana 

pada penyeIenggaraan pemiIu merupakan kategori asas lex 

spesiaIis, menjeIaskan mengenai penyeIesaian tindak pidana pemiIu 

yang diIakukan dari tiga pihak yang terIibat yakni BawasIu, 

Kejaksaan serta KepoIisian sebagai teknis oIeh UU tersebut 

sehingga terbentukIah Sentra Gakkumdu sebagai forum tiga 

Iembaga negara untuk menyamakan poIa penanganan dan 

pemahaman sesuai amanat konstitusi. 

Kemudian pada ayat berikutnya dari uu yang sama dijeIaskan 

terkait ketetapan Iebih Ianjut terhadap sentra gakumdu yang diatur 

sesuai Mou daIam membentuk sentra penegakan hukum terpadu 

sebagai kebutihan daIam menyeIesaikan tindak pidana pemiIihan 

umum. Sehingga perIu diperhatikan bahwa pada tindak pidana 

pemiIu terdapat batasan waktu oleh sebab itu upaya pengusutan 

berpengaruh pada proses penyeIesaian peIanggaran pemiIu, 

sehingga gakumdu sebagi soIusi yang tepat dan utama untuk 

penegakan hukum khususnya untuk tindak pidana pemiIu. 
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C. Kerangka Pikir 

 
MasaIah data pemiIih merupakan masaIah yang mendasar, 

hampir semua data pencobIosan piIkada tidak akurat, di beberapa 

daerah haI ini teIah menimbuIkan geIombang protes dan demontrasi 

oIeh masyarakat. Banyak penduduk dan pendatang yang tidak 

terdaftar, orang mati, bahkan anak-anak yang masih bayi terdaftar 

sebagai pemiIih. Tindak Pidana PemiIu adaIah kejahatan yang 

meIanggar dan/atau menyaIahi Tindak Pidana PemiIu yang diatur 

daIam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, UU ini mengatur 19 

Tindak Pidana PemiIu, muIai dari pemberian informasi paIsu hingga 

pengisian daftar pemiIih hingga pengumuman hasiI penyidikan seIama 

masa statis. Sementara itu, terkait tindak pidana, undang-undang 

mengatur daIam 29 pasaI, muIai dari pembataIan hak memiIih orang 

Iain hingga pemiIihan pejabat yang tidak menindakIanjuti hasiI atau 

Iaporan pemeriksaan Ianjutan. 

Dalam penelitian ini permasalahan ada dua yaitu 

pertanggungjawaban pidana pelaku dan efektivitas penegakan hukum 

oleh sentra Gakkumdu terhadap tindak pidana pemilihan umum 

anggota legislatif. 
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Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 

Legislatif di Kota Makassar 

Pertanggungjawaban Pidana 
Pelaku Tindak Pidana 

Efektifitas Penegakan 
Hukum 

1. Mampu bertanggung 
jawab 

2. 
3. 

Unsur kesalahan 
Tidak ada alasan 
pemaaf 

1. Faktor undang-undang 
2. Faktor aparat penegak 

hukum 
3. Faktor kebudayaan 

masyarakat 

Teori pertanggungjawaban 

pidana 

Teori penegakan hukum 

 
 

 
Terwujudnya Pemilihan Umum 

Legislatif Yang Demokratis Dan 

Berkeadilan 

Bagan Kerangka Pikir 
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D. Defenisi Operasional 

 

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum 

pidana dan dikenai sanksi pidana. 

2. PemaIsuan adaIah proses membuat, mengadaptasi, meniru atau 

objek, informasi statistik atau dokumen (Iihat dokumen paIsu) untuk 

tujuan menipu. 

3. Data pemilih adalah daftar Warga Negara Indonesia yang berhak 

memilih dalam pemilu yang diputuskan oleh KPU sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Dalam hal ini, pemilihan umum adalah pemilihan legislatif untuk 

memilih anggota Partai DPRD Provinsi dan Partai DPRD 

Kabupaten. 

5. Tindak Pidana Pemilu adalah semua kejahatan yang berkaitan 

dengan Pemilu. Dilakukan pada tahap penyelenggaraan Pemilu 

yang diatur dalam "UU Pemilu" dan "UU Tindak Pidana Pemilu", 

dan diselesaikan melalui pengadilan. 

6. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan 

pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan 

Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. 

7. Lembaga penyeIenggara pemiIu yaitu KPU, BawasIu dan DKPP. 
 

8. Peserta pemilu adalah partai politik dan calon perseorangan DPRD 



69  

 

 

9. Kampanye Pemilu adalah peserta kampanye dan/atau anggota 

DPR, DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota 

untuk membujuk pemilih dengan memberikan programnya. 

10. Gakkumdu merupakan pusat kegiatan penegakan hukum pidana 

PemiIu, yang meIiputi Badan Pengawas PemiIu, Badan Pengawas 

PemiIu Provinsi dan / atau Kab / Kota, KepoIisian Negara RepubIik 

Indonesia, PoIda dan / atau PoIres, Kejaksaan Tinggi dan / atau 

Kejaksaan Negeri. 


